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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas implementasi Pasal 3 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dalam kasus perceraian narapidana di Lapas Kelas IIB Pasir 

Pengaraian. Penelitian ini mengeksplorasi konteks perceraian di kalangan 

narapidana, khususnya di Lingkungan Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian. Fokus 

pada implementasi Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi titik 

sentral untuk memahami bagaimana hak dan kewajiban suami istri narapidana 

diakomodasi dalam sistem hukum. 

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dan studi 

pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif yakni prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan/atau perilaku yang diamati untuk mencari makna atau verstehen. 

Rumusan masalah penelitian ini mengulas hambatan yang dihadapi oleh 

Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian dalam menghadapi proses kasus perceraian 

narapidana sekaligus menganalisis implementasi Pasal 3 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam konteks tersebut. Penelitian ini juga 

menyoroti ketidaksesuaian antara hak-hak narapidana yang diatur dalam undang-

undang pemasyarakatan dan realitas di lapas khususnya terkait pemenuhan 

kewajiban suami terhadap istri dan keluarga.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 3 KUH Perdata 

dalam proses perceraian narapidana di lapas kelas IIB Pasir Pengaraian dapat 

direalisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Proses perceraian di dalam lapas tetap mematuhi hak keperdataan yang 

dijamin oleh hukum hak asasi manusia dan regulasi perundang-undangan. Sebagai 

saran, penulis merekomendasikan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan lebih 

banyak narasumber atau responden, mengingat kompleksitas dan keragaman 

kasus perceraian narapidana.  

Pengkajian lebih mendalam juga perlu dilakukan terutama terkait hak-hak 

narapidana pasca bercerai.Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa 

implementasi Pasal 3 KUH Perdata dalam kasus perceraian narapidana di lapas 

kelas IIB Pasir Pegnaraian dapat diwujudkan. Proses perceraian yang terjadi di 

dalam lapas tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Pasal 3 KUH Perdata mengatur mengenai hak keperdataan setiap orang 

tidak akan pernah lepas. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Pasal 3 KHUHPerdata, Perceraian, Narapidana, 

Lembaga Pemasyarakatan 
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ABSTRACT 

 This study examines the implementation of Article 3 of the Civil Code in 

cases of divorce among inmates at Class IIB Pasir Pengaraian Prison. The 

research explores the context of divorce among inmates, specifically within the 

environment of Class IIB Pasir Pengaraian Prison. The focus on the 

implementation of Article 3 of the Civil Code becomes central to understanding 

how the rights and obligations of inmate spouses are accommodated within the 

legal system. 

 The research employs a combination of field research and library 

research using a qualitative approach. This qualitative method involves 

procedures that generate descriptive data in the form of written or oral words 

from individuals and/or observed behaviors to seek meaning or understanding. 

 The research problem formulation discusses the obstacles faced by Class 

IIB Pasir Pengaraian Prison in handling divorce cases involving inmates while 

analyzing the implementation of Article 3 of the Civil Code in this context. The 

study also highlights the mismatch between the rights of inmates as regulated by 

the penitentiary law and the reality within the prison, particularly regarding the 

fulfillment of the husband's obligations to the wife and family.  

 The findings of the research indicate that the implementation of Article 3 

of the Civil Code in the process of divorcing inmates at Class IIB Pasir 

Pengaraian Prison can be realized in accordance with the provisions of 

Indonesian legislation. The divorce process within the prison continues to adhere 

to the rights of individuals guaranteed by human rights laws and regulations. As a 

recommendation, the author suggests further research involving more sources or 

respondents, considering the complexity and diversity of divorce cases among 

inmates. Further in-depth examination is also needed, especially concerning the 

rights of inmates post-divorce. 

 In conclusion, this research demonstrates that the implementation of 

Article 3 of the Civil Code in cases of divorce among inmates at Class IIB Pasir 

Pengaraian Prison can be realized. The divorce process within the prison still 

adheres to the provisions of legislation in Indonesia. Article 3 of the Civil Code 

regulates the rights of individuals and will never be detachedKeywords: 

Prisoners' Divorce, Implementation of Article 3 of the Civil Code, Legal 

Complexity Reality in Penitentiaries 

Keywords: Keyword: Implementation, Article 3 of the Civil Code, Divorce, 

Convict, Correctional Institution 


